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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa, disebutkan Pengelola Aset Desa ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi Pengelolaan
Aset Desa, maka beberapa ketentuan dalam Pasal Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Desa, perlu dilakukan perubahan untuk
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 51), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.

(2) Pengadaan Aset Desa diutamakan dilaksanakan secara
swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan
yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau
keterampilan tertentu.

(3) Pengadaan Aset bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (5) huruf b maksimal 5 unit yang dimiliki oleh
Pemerintahan Desa yang bersumber dari pendapatan Desa dari
kelompok pendapatan transfer jenis bagian hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bengkalis.

(4) Pemerintah Desa dapat melakukan pengadaan aset bergerak
diluar batasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang sumber dana dari anggaran dan/atau bantuan
Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau sumber-sumber lain
yang sah.



(5) Proses Pengadaan tanah sebagai aset Desa dilaksanakan
dengan mekanisme:

a. membentuk panitia pengadaan tanah yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa; dan

b. menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang mekanisme
tahapan pembelian tanah.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Februari 2o

BUPATI BENGKALIS,
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KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Februasri 2624

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
ttd

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 7
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